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RINGKASAN

Itsbat nikah merupakan permohonan agar akad nikah yang pernah
dilaksanakan dimasa lalu, ditetapkan sah, karena tidak adanya bukti otentik
pernikahannya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam
(KHI). Salah satu perkara mengenai itsbat nikah terjadi pada Pengadilan Agama
Lumajang dengan nomor perkara 2686/Pdt.G/2009/PA.Lmj. Pengadilan Agama
tersebut dalam putusannya telah membatalkan penetapan itsbat nikah nomor:
67/Pdt.P/2009/PA.Lmj. yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama
Lumajang itu sendiri. Dalam putusan tersebut diperoleh fakta bahwa pembatalan
itsbat nikah tersebut terjadi karena diketahui suaminya masih terikat dalam
perkawinan sah dengan perempuan lain atau dengan kata lain telah terjadi
perkawinan poligami yang dilakukan tanpa persetujuan istri pertama dan juga
tidak adanya izin dari Pengadilan Agama Lumajang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membahas
persoalan tersebut dengan judul “KAJIAN YURIDIS PEMBATALAN
PENETAPAN ITSBAT NIKAH (Studi Putusan Pengadilan Agama
Lumajang No. 2686/Pdt.G/2009/PA.Lmj.)”.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu pertama, apakah
penetapan itsbat nikah bisa dibatalkan, kedua, apa yang menjadi dasar
pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Lumajang membatalkan
penetapan itsbat nikah dalam perkara No.2686/Pdt.G/2009/PA.Lmj. dan yang
ketiga, bagaimana akibat hukum yang timbul dari pembatalan penetapan itsbat
nikah.

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini salah satunya adalah untuk
memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan akademis dalam memperoleh
gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Kemudian,
tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjawab rumusan masalah
yang telah ditetapkan.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian dengan tipe yuridis

normatif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang
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(statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan
hukum meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta analisis
bahan hukum yang digunakan yaitu analisis deduktif.

Kesimpulan yang ditarik dari pembahasan adalah penetapan itsbat nikah
dapat dibatalkan apabila terdapat syarat yang tidak terpenuhi dalam pengajuan
itsbat nikah. Salah satu hal yang mengakibatkan dapat dibatalkannya itsbat nikah
adalah adanya pihak yang masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah
dengan orang lain (poligami tanpa dipenuhinya syarat-syarat yang telah
ditentukan oleh Undang-Undang), sehingga dapat mengakibatkan pihak-pihak
yang berkepentingan mengajukan gugatan pembatalan atas perkawinan yang telah
disahkan oleh Pengadilan Agama. Dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan
Agama Lumajang membatalkan penetapan itsbat nikah berdasarkan alasan bahwa
telah terjadi pelanggaran dan penyelundupan hukum dalam permohonan itsbat
nikah, dimana permohonan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku tentang perlunya izin dari istri atau dari Pengadilan terhadap pernikahan
poligami. Pembatalan penetapan itsbat nikah tersebut berakibat terhadap status
perkawinan yang kembali seperti sebelum disahkan yaitu perkawinan yang tidak
dicatatkan/perkawinan di bawah tangan. Perkawinan yang tidak dicatatkan berarti
perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana dijelaskan
dalam Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Saran yang diberikan dalam penulisan skripsi ini yaitu perkawinan yang
tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah banyak berindikasi penyelundupan
hukum untuk mempermudah poligami tanpa prosedur hukum, dan memperoleh
hak waris atau hak-hak lain atas kebendaan. Oleh karena itu, hakim harus berhati-
hati dalam memeriksa dan memutus permohonan itsbat nikah, agar proses itsbat
nikah tidak dijadikan alat untuk melegalkan perbuatan penyelundupan hukum.
Selain itu, perkawinan yang tidak dicatatkan memiliki dampak yang begitu luas
utamanya terhadap istri dan anak yang dilahirkan, sehingga perlu ada upaya
preventif dari berbagai pihak untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat
luas tentang arti penting perkawinan yang sah secara agama maupun diakui oleh

negara.
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BAB1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu masyarakat terbentuk dari kumpulan beberapa keluarga yang terdiri
dari ayah, ibu, dan anak yang mana semua itu sebagai hasil dari proses
perkawinan. Perkawinan sebagai hal kodrati naluri yang diberikan oleh Tuhan
kepada semua makhluk di dunia ini. Hal ini disebabkan Tuhan menciptakan
makhluk dalam dua jenis yaitu jantan dan betina, laki-laki dan perempuan yang
antara keduanya mempunyai daya magnet untuk saling mengasihi, mencintai dan
membutuhkan satu sama lain, sehingga terjalinlah suatu perkawinan sebagai
wahana untuk mengembangkan keturunan dan menjaga kelestarian hidupnya.
Dalam menjalankan perkawinan, suatu keluarga harus dijalani dengan konsep
mawaddah wa rahmah, saling cinta mencintai, mengasihi, memberi dan
menerima, serta terbuka sehingga perkawinan tersebut memberi ikatan yang
kuat.

Pada prinsipnya, perkawinan adalah suatu akad, untuk menghalalkan
hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong menolong antara pria
dengan wanita yang antara keduanya bukan muhrim. Apabila ditinjau dari segi
hukum, jelas bahwa pernikahan adalah suatu akad yang suci dan luhur antara pria
dengan wanita, yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri dan
dihalalkan hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, mawadah
serta saling menyantuni antara keduanya.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 merupakan salah satu wujud
pengaturan tata tertib perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang
No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah: “Ikatan
lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan
tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa”.



Mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan diatur pada
Pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan:
“(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dalam Pasal 2 ayat (1) UU ini
ditetapkan, bahwa perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan
pihak-pihak yang melakukan perkawinan adalah sah. Perkawinan yang sah
menurut agama dan kepercayaan masyarakat ini juga memerlukan pengesahan
kembali oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 ayat
(2) UU Perkawinan.

Seorang yang beragama Islam, namun tidak dapat membuktikan terjadinya
perkawinan dengan akta nikah, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah
(pengesahan nikah) kepada Pengadilan Agama. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 7
Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 7 ayat (3) KHI dinyatakan:

“Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai

hal-hal yang berkenaan dengan :

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.

2. Hilangnya akta nikah.

3. Adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan.

4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang
Nomor | Tahun 1974 tentang perkawinan.

5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai
halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang perkawinan”.

Hal ini berarti bahwa seorang dapat mengajukan permohonan itsbat nikah
ke Pengadilan Agama, apabila memenuhi minimal salah satu hal yang berkenaan
dengan alasan yang telah ditetapkan tersebut. Sebaliknya, seorang akan sulit
mengajukan permohonan itsbat nikah apabila tidak memenuhi salah satu alasan
yang telah ditetapkan.

Salah satu kasus mengenai itsbat nikah terjadi pada Pengadilan Agama
Lumajang dengan nomor perkara: 67/Pdt.P/2009/PA.Lmj. Permohonan itsbat
nikah ini diajukan oleh MOCH. LINDOE bin REMBAT, umur 77 tahun, agama
Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Tulusrejo I Desa Tempeh Lor

Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, sebagai Pemohon I, dan MARATIN



